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IMPLEMENTASI PEMULIHAN ASET DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI

( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak )

ABSTRAK : Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang
menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta berdampak luas
pada aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Oleh karena itu, selain penindakan
terhadap pelaku, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi hal
yang sangat penting guna mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui implementasi pemulihan aset dalam perkara tindak
pidana korupsi serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam proses pemulihan aset tersebut. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui
observasi, wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemulihan aset
dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dilakukan melalui
serangkaian tahapan, antara lain penelusuran aset, penyitaan, perampasan, serta
pengembalian aset kepada negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat
berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti, aset yang dialihkan kepada pihak
ketiga, serta kompleksitas proses penelusuran aset. Untuk mengatasi kendala
tersebut, Kejaksaan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta
meningkatkan upaya penelusuran dan pengelolaan aset secara lebih optimal guna
memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Kerugian
Negara, Penegakan Hukum.



ABSTRACT

Corruption is considered an extraordinary crime that causes significant losses to
state finances and has broad impacts on social, economic, and governmental
aspects. Therefore, in addition to prosecuting the perpetrators, efforts to recover
assets resulting from corruption are essential in order to restore state financial
losses. This study aims to analyze the implementation of asset recovery in
corruption cases and to identify the obstacles and efforts faced by the Tanjung
Perak District Attorney’s Office in the asset recovery process. This research uses
an empirical legal research method with a case approach and a statutory
approach. The research data were obtained through observation, interviews with
prosecutors at the Tanjung Perak District Attorney’s Olffice, and literature studies
of relevant laws and legal literature. The results of the study show that the
implementation of asset recovery in corruption cases at the Tanjung Perak
District Attorney’s Office is carried out through several stages, including asset
tracing, seizure, confiscation, and the return of assets to the state. However, in
practice, several obstacles are still encountered, such as limited evidence, assets
transferred to third parties, and the complexity of asset tracing processes. To
overcome these obstacles, the Prosecutor’s Office coordinates with related
institutions and strengthens asset tracing and management efforts in order to
optimize the recovery of state losses caused by corruption.

Keywords: Asset Recovery, Corruption, Prosecutor’s Office, State Financial
Loss, Law Enforcement
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